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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan dan pengelolaan tanah kas desa di Kabupaten Bantul di setiap 

Kelurahan Sebagian besar diwujudkan melalui bidang pertanian sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa serta Jagabaya juga selalu berupaya 

untuk melaksanakan untuk kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan tanah kas desa 

dengan berbagai kegiatan yang dapat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa 

dan mengarah kepada kesejahteraan umum masyarakat desa. Serta kepala desa 

selaku pimpinan tertinggi dipemerintahan desa juga berupaya terus untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan berupa menjalankan suatu program-program kerja 

dan juga menjalankan inovasi yang mampu mengembangkan tanah yang 

sebelumnya belum dimanfaatkan semaksimal hingga akhirnya dapat digunakan dan 

memiliki value untuk masyarakat desa. Kegiatan tersebut bertujuan agar tanah kas 

desa yang sebelumnya belum dimanfaatkan semaksimal mungkin tetap dapat 

dimanfaatkan dan dapat memberikan hasil kepada pemerintah desa dan masyarakat 

desa.  
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B. Saran  

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran, bagi 

Jagabaya Kelurahan Wijirejo sebaiknya untuk sistem irigasi dari sektor penyediaan 

alat berupa pompa jumlahnya diperbanyak selain itu harus memiliki inovasi inovasi 

dari sektor pembangunan yang lebih maju seperti memperbanyak destinasi wisata 

yang memiliki potensi besar untuk kemajuan Kelurahan Wijirejo. Bagi Jagabaya 

dan Lurah Kelurahan Gilangharjo sebaiknya menyediakan alat alat pertanian yang 

sudah berkembang berupa traktor, alat panen, sistem irigasi selain itu dari segi 

pengawasan untuk master plan perkembanganya harus selalu di awasi agar sesuai 

dengan tujuan perencanaan. 
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